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ABSTRAK

Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dan
perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan
HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik,
maka persidangan secara elektronik telah banyak dilakukan pada masa pandemic
Covid-19. Kejaksaan Agung mencatat, sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada
sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah menjalani persidangan
secara elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) bentuk
substansial produk hukum pelaksanaan peradilan pidana di masa pandemi Covid-19,
(2) harmonisasi peran Kejaksaan dalam penuntutan terhadap kebijakan formulatif
proses peradilan pidana secara daring, (3) hambatan dan upaya Kejaksaan untuk
mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di masa pandemi
covid-19 dengan metode daring dalam pelaksanaan penuntutan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh
pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Kejaksaan pada masa
pandemi covid-19 dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Rl Nomor B-
049/A/SUJA/03/2020 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan
Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 serta Intruksi Jaksa
Agung RI Nomor 5 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan
Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan
RI. (2) Didalam tahapan-tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik ini
tidak ada perbedaan beracara biasa, hanya saja perbedaannya itu dengan
menggunakan media sebagai alat pendukung untuk persidangan perkara pidana secara
elektronik. Yang mana ketika terjadinya jaringan yang tidak stabil para pihak akan
menginformasikan lewat telepon ke pihak Pengadilan Negeri dengan
menginformasikan bahwa sidang ditunda karena alasan jaringan inernet tersebut. (3)
Dalam prioritas penuntutan untuk mengatas pandemi yaitu dengan cara filter perkara
dan prioritas kasus berat dan serta pengetatan kunjungan ke penjara. Pemerintah juga
harus memberi perhatian untuk kasus penyebaran covid ini agar tidak ada melakukan
pelanggaran lagi selama sidang perkara online. Didalam politik legislasi dimasa
pandemi tidak ada wusaha revisi KUHAP dan penguatan Undang-Undang
kekarantinaan kesehatan.

Kata Kunci: Penuntutan, Covid-19, Peradilan.



ABSTRACT

With the SEMA No. 1 of 2020 and its amendments and the cooperation
agreement between the Supreme Court, the Attorney General's Office, and the
Ministry of Law and Human Rights which agreed to hold an electronic trial, so many
electronic trials have been carried out during the Covid-19 pandemic. The Attorney
General's Office noted that from March 30 to July 6, 2020 there were 176,912
general criminal cases that had undergone electronic trials.

This study aims to examine and analyze (1) the substantial form of legal
products for the implementation of criminal justice during the Covid-19 pandemic,
(2) harmonization of the role of the Prosecutor's Office in prosecuting formulative
policies for the online criminal justice process, (3) the obstacles and efforts of the
Prosecutor's Office to realize the principle of fast, simple, and low-cost justice during
the COVID-19 pandemic with the online method of carrying out prosecutions.

The approach method used in this research is sociological juridical. The
specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are
primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the
field or from the first source and has not been processed by other parties. While
secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials,
secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research and discussion can be concluded: (1) The Attorney
General's Office during the COVID-19 pandemic by issuing Circular Letter of the
Attorney General of the Republic of Indonesia Number B-049/A/SUJA/03/2020
concerning Optimizing the Implementation of Duties, Functions, and Authorities in
the Middle of Efforts to Prevent the Spread Covid-19 as well as the Instruction of the
Attorney General of the Republic of Indonesia Number 5 2020 concerning Policies
for the Implementation of Duties and Handling of Cases During the Prevention of the
Spread of Covid-19 in the Indonesian Prosecutor's Office. (2) In these stages of
electronic criminal case trials, there is no difference in the usual proceedings, only
the difference is in using the media as a supporting tool for electronic criminal case
trials. In which case when the network is unstable, the parties will inform by
telephone to the District Court by informing that the trial is postponed due to the
reason for the internet network. (3) In the prosecution priority to overcome the
pandemic, namely by filtering cases and prioritizing serious cases and tightening
visits to prisons. The government must also pay attention to the case of the spread of
covid so that there are no more violations during online court hearings. In the
politics of legislation during the pandemic, there is no attempt to revise the Criminal
Procedure Code and strengthen the health quarantine law.

Keywords: Prosecution, Covid-19, Justice.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara
hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin
setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib
menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang
sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang
berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan
yang aman, tentram dan damai.? Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga
ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri vyaitu hukum
pidana.®Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan

roerientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik,

! Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, him.33.

2 Nur Dwi Edie W and Gunarto, Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts
Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora), Jurnal
Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url:
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063

% Saviera Chntyara, Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam
Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018, him.2.



sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan
sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan satu dengan yang lain,

karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Di dalam kehidupan terdapat norma-norma
yang sangat berpengaruh di dalam menentukan perilaku anggota masyarakat tersebut.
Norma-norma tersebut dibuat demi ketertiban dan keserasian di dalam kehidupan
bersama, dan di antara norma-norma tersebut terdapat norma hukum.®> Menurut M.H.
Tirtaamidjata, bahwa hukum adalah:
“semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan
dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar
aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan
kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Dengan demikian, keberadaan norma hukum tersebut sudah menjadi bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena masyarakat menjadi tempat bagi
dilahirkannya hukum yang bersangkutan. Sehingga dari terciptalah sebuah istilah di
dalam bahasa latin, yakni ubi societas, ubi ius, yang artinya adalah “dimana ada
masyarakat, disitu ada hukum”. Dan dalam mempelajari norma hukum tersebut, tidak
boleh terlepas dari mempelajari tentang manusia dan tingkah lakunya di dalam
masyarakat.

lImu hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik.

Hukum privat lebih mengatur kepentingan perorangan, sedangkan hukum publik

* Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010,
him.29.

® Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, Jurnal Daulat Hukum:
Volume 3 Issue 1, March 2020, url; http:/jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068



mengatur kepentingan umum. Dalam hal ini, hukum pidana termasuk hukum publik,
dan hukum pidana lebih mempelajari norma-norma atau aturan-aturan hukum pidana
dan pidananya. Tujuan dari mempelajari hukum pidana tersebut salah satunya adalah
agar para petugas hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat
dan adil.® Serta fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan
menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya
ketertiban umum.” Oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan yang ada
dalam hukum pidana Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam
ketentuan tersebut maka dapat dikenai sanksi pidana.®

Dalam hukum pidana berisi aturan-aturan tentang kehidupan masyarakat yang
dibuat dari segi materiil, yaitu mengatur tentang hubungan hukum antara warga
negara dan negara. Oleh karena itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan tindak
pidana yang terjadi, diperlukan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yang
akan menentukan siapa yang salah dan yang benar. Hukum Acara Pidana di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari hukum acara pidana

adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran

® Sumaryono and Sri Kusriyah, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple
Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora), Jurnal Daulat Hukum: VVolume 3 Issue
1, March 2020, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075

" Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, Analysis of Criminal Liability as Doer of
Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court), Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1,
March 2020, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074

8 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002, him.15.



materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana
dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan
tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran
hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna
menentukan apakah terbukti bahwa pidana telah dilakukan dan apakah orang yang
didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam mekanisme peradilan pidana, proses peradilan sangat dituntut dalam
menyesuaikan pada sistem digitalisasi dengan berkembangnya jaman saat ini. Dunia
telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan
digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia,
tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, Kkhususnya di
lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi
di dunia peradilan yang paling dikenal adalah Virtual Civil Courts, di Indonesia kita
mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem e-court. Selain
Indonesia banyak pula negara-negara di dunia yang juga telah mengalami
perkembangan di bidang hukumnya, dimana mereka telah menerapkan digitalisasi di
sistem peradilannya, yakni termasuk di antaranya adalah negara Amerika Serikat.
Jauh sebelum memasuki Era Revolusi Industri 4.0, Amerika Serikat telah lebih dulu
mengenal Virtual Civil Courts sejak tahun 1998, di mana persidangan telah

menggunakan media video conference dan telah mengenal electronic filling dan case



management software. ° Sehingga bagi Amerika Serikat, proses Courts yang
dilakukan secara online sudah tidak menjadi hal yang asing bagi mereka.

Tahun 2020 yang ditandai dengan merebaknya Pandemi Covid-19 serta
desakan dalam Revolusi 4.0, tidak hanya saksi atas perkembangan dan pematangan
teknologi digital yang diterapkan pada dunia sains semata. ° Lebih dari itu,
perkembangan penggunaan teknologi ke era Internet of Things (lot) turut menyeret
semua dimensi kehidupan masyarakat dari bidang perdagangan, transportasi, industri,

kesehatan, pendidikan hingga sosial.™*

Hal ini tampak pula menggejala pada dimensi
penegakan hukum (rechtoepassing or rechtshandhaving) yang muncul pada ruang
persidangan virtual melalui sarana teleconference.

Sejak pandemi covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun
2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan social/physical
distancing (pembatasan sosial/fisik) bahkan lockdown (karantina wilayah). Indonesia
dan Amerika Serikat termasuk negara-negara yang tidak memberlakukan lockdown
namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum.
Meskipun tidak memberlakukan lockdown, Indonesia dan Amerika Serikat tetap

memberlakukan social distancing di negaranya yang menyebabkan tidak mungkin

suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal)

° Lederer Fredric I, The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today’s and
Tomorrow’s, High Technology Courtrooms, Virginia, Faculty Publications, William and Mary Law
School Scholarship Repository, 1999, him.800-801

1% Tien Y. Ting, Daniel Shu Wei, Lawrence Carin, Victor Dzau & Wong, Digital Technology
and COVID-19, Nature medicine, Vol.26 No. 4, 2020, him.459-461.

' Winarsih, Maya Indriastuti & Khoirul Fuad, Impact of Covid-19 on Digital
Transformation and Sustainability in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Conceptual
Framework. CISIS 2020: Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, 2020, him.471- 476



sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi menerapkan social distancing, maka
Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai
dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan
orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini
menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk
menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan.
Pemanfaatan secara maksimal sistem e-court yang sudah berjalan sejak
dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi solusi bagi institusi
pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum
meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung.
Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan Virtual
Courts yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang
persidangan.*?

Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil
Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia (MA) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari
rumah (Work from Home/WFH) secara bergantian. Dengan kondisi seperti itu MA
harus mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran terutama terkait

penyesuaian pola persidangan dipengadilan, terutama untuk perkara pidana yang

12 Anggita Doramia Lumbanraja, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan
Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Covid-19, Fakultas Hukum, Universitas
Diponegoro, Jurnal Crepido, VVolume 02, Nomor 01, Juli 2020, him.47



sebelumnya persidangan dilakukan secara klasikal atau tatap muka harus dilakukan
secara online jarak jauh atau teleconference.

Untuk mencegah Covid-19, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan
Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020).
SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan
diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan
aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau
tempat tinggalnya (work from home/WFH). WFH tersebut termasuk pelaksanaan
agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui
teleconference. Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat
dengan adanya perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian
Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara
elektronik untuk perkara tindak pidana selama pandemi Covid-19.

Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dan
perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan
HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik,
maka persidangan secara elektronik telah banyak dilakukan pada masa pandemic
Covid-19. Kejaksaan Agung mencatat, sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada

sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah menjalani persidangan



secara elektronik. Sedangkan KPK tercatat telah menggelar persidangan secara
elektronik sebanyak 40 perkara.*®

Merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat
dikategorikan menjadi suatu bentuk terobosan hukum (rules breaking) dalam makna
positif, namun demikian, bila diabstraksi, persidangan virtual masih menyisakan
masalah, oleh karena itu dalam tulisan ini masalah tersebut dapat diklasifikasikan
menjadi tiga jenis: Pertama, problem yuridis-prosedural, hal ini bertolak dari
pandangan kurang-mapannya payung hukum yang saat ini eksis, sebab belum diatur
di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Kedua,
problem yuridis-substantif, hal ini secara spesifik menunjuk pada pengaplikasian
sidang virtual untuk jenis perkara yang tidak mengizinkan persidangan in absentia
dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Hal mana yang selain diatur
di dalam KUHAP Pasal 154 ayat (4) KUHAP juga merupakan sebuah asas dalam
hukum pidana. Ketiga, problem teknis-empiris, yakni merujuk pada kondisi riil di
lapangan, seperti ketidakstabilan internet dan kurang maksimalnya pembuktian pada
saat persidangan virtual.

Indikasi terkendala salah satunya terkait pembuktian di persidangan. Di mana
diketahui, pembuktian adalah tahapan penting dalam peradilan untuk menampakkan
bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Dalam hukum pembuktian, untuk melindungi

kepentingan umum, Kejaksaan sebagai alat negara ditugaskan untuk melakukan

3 https://nasional.kompas.com//”’Menyoal Payung Hukum Persidangan Online”, 9 Juli
2020, Diakses Pada Tanggal 5 April 2021.



beban pembuktian sekaligus guna melakukan tuntutan pidana. Sementara hakim
dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil. Dari hasil
persidangan dapat dibuktikan sah dan meyakinkan sesorang melakukan tindak pidana
(veroodeling), atau kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan (Vrispraak)
apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana. Atau bisa dilepaskan dari segala
tuntutan hukum (anslaag van allerchtvervolging) apabila apa yang didakwakan
terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Permasalahan terkait
pembuktian di muka persidangan saat ini, manakala persidangan perkara pidana
dilaksanakan secara online atau melalui teleconference dengan alasan pandemi
Covid-19. Hal tersebut sejatinya telah memantik sejumlah isu terkait keabsahan
pembuktian yang dilakukan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa
serta keyakinan hakim, akan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Pasal
183 KUHAP menjelaskan ‘“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya. Apabila memperhatikan penjelasan Pasal 183 KUHAP,
maka maksud pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan
dan kepastian hukum bagi seseorang.

Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam konteks
hukum yang berlaku di Indonesia dipahami sebagai suatu prinsip peradilan

sebagaimana seharusnya dilaksanakan secara sederhana, jujur, adil, tidak memihak,



dan biaya ringan.'* Suatu perkara akan menjadi buntu apabila tidak ada satu pun alat
bukti yang dapat mendukung menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemanfaatan
teknologi guna membuktikan suatu perkara juga diatur dalam Pasal 44 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sidang
secara online melalui teleconference selain untuk mematuhi himbauan pemerintah
terkait social distancing guna menekan pertambahan penyebaran Corona Viruse
tetapi juga secara tidak langsung mewujudkan prinsip peradilan yang cepat,
sederhana dan biaya murah.

Mengingat tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri di
suatu provinsi untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana sebagaimana
terjadi di wilayah hukumnya. Sehingga upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan
ternadap tindak pidana dalam fungsionalnya pada proses peradilan pidana dapat
berjalan secara efektif dan efisien dengan metode persidangan daring di masa
pandemic Covid-19.

Dari berbagai uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis
mengenai: “Implementasi Penuntutan Tindak Pidana Umum Secara Daring di
Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana,

dan Biaya Ringan (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Klaten)”.

14 M.Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, Malang, UB Press, 2011, him 148
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan

masalah meliputi tiga hal berikut:

1.

3.

Apa bentuk substansial produk hukum pelaksanaan peradilan pidana di masa
pandemi Covid-19?

Bagaimana harmonisasi peran Kejaksaan dalam penuntutan terhadap
kebijakan formulatif proses peradilan pidana secara daring?

Apa hambatan dan upaya Kejaksaan untuk mewujudkan asas peradilan cepat,
sederhana, dan biaya ringan di masa pandemi covid-19 dengan metode daring

dalam pelaksanaan penuntutan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai

berikut:

1.

Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk substansial produk hukum
pelaksanaan peradilan pidana di masa pandemi Covid-19;

Untuk mengkaji dan menganalisis harmonisasi peran Kejaksaan dalam
penuntutan terhadap kebijakan formulatif proses peradilan pidana secara
daring;

Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan upaya Kejaksaan untuk
mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di masa

pandemi covid-19 dengan metode daring dalam pelaksanaan penuntutan.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi

para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Menjadi salah satu panduan dalam mengikuti perkembangan proses
peradilan pidana di masa pandemic covid-19 secara virtual;

b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum
khususnya Jaksa;

c. Diharapakan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana,
Khususnya tentang implementasi penuntutan tindak pidana umum
secara daring di masa Pandemi Covid-19 untuk mewujudkan asas
peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis
dengan sajian akademis tentang implementasi penuntutan tindak
pidana umum secara daring di masa Pandemi Covid-19 untuk
mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

b. Bagi Pemerintah

12



Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada
pemerintah tentang kinerja pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan
Kejaksaan dimasa pandemi covid-19 secara metode virtual.

c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap
pelaksanaan penuntutan tindak pidana umum secara daring di masa
Pandemi Covid-19 untuk mewujudkan asas peradilan cepat,

sederhana, dan biaya ringan.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut
Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan
atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas,
tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.®

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan

untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang

70

1> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, him.
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dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group)
sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.
Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut
umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap
terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut Pasal 1 angka 7
KUHAP adalah "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.16 Menurut
Sudarto, penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas
tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya
setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh

suatu putusan yang inkrah.

. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
atau suatu aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi bagi orang yang
telah melanggar aturan tersebut. Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana
harus terdiri dari unsur-unsur perbuatan yang mengandung kelakuan dan

akibat yang ditimbulkan karenanya.'’ Hukum pidana umum adalah hukum

16 pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, him. 64
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pidana yang berlaku bagi semua orang sebagai subjek hukum tanpa mebeda-
bedakan satu dengan yang lain. Dapat dikatakan juga hukum pidana umum
adalah hukum pidana dalam kodifikasi (KUHP). Sedangkan hukum pidana
khusus merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil
berada diluar kodifikasi (KUHP) undang-undang diluar kodifikasi ini
misalnya undang-undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, undang-

undang Terorisme dan lain sebagainya.

4. Pandemi

Penerapan ilmu epidemiologi dilakukan melalui investigasi terhadap
suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan agar bisa dikendalikan,
misalnya saat terjadi wabah. Epidemiologi umumnya dilakukan pada lingkup
masyarakat tertentu, mulai dari lingkup yang kecil hingga lingkup yang lebih
besar. Misalnya, lingkungan perumahan, sekolah, daerah, negara, hingga
dunia. Ada beberapa istilah dalam epidemiologi, yaitu endemi, epidemi,
wabah, dan pandemi. Semua istilah tersebut berhubungan dengan penyakit-
penyakit yang bersifat serius.*®

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana,
meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang

menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak

8 https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya/10 Agustus
2020, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2021
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orang. Contoh penyakit yang tergolong pandemi adalah HIV/AIDS dan
COVID-19. Tidak hanya itu, influenza yang saat ini tampak ringan pun
dahulu pernah menjadi penyakit yang masuk ke dalam kategori pandemi dan

menjadi masalah bagi seluruh negara di dunia.

. Covid-19

Virus corona termasuk superdomain biota, kingdom virus. Virus
corona adalah kelompok virus terbesar dalam ordo Nidovirales. Semua virus
dalam ordo Nidovirales adalah nonsegmented positive-sense RNA viruses.
Virus corona termasuk dalam familia Coronaviridae, sub familia
Coronavirinag,  genus  Betacoronavirus,  subgenus  Sarbecovirus.
Pengelompokan virus pada awalnya dipilah ke dalam kelompok-kelompok
berdasarkan serologi tetapi sekarang berdasar pengelompokan filogenetik.
Lebih jauh dijelaskan bahwa subgenus Sarbecovirus meliputi Bat-SL-CoV,
SARS-CoV dan 2019-nCoV. BatSL-CoV awalnya ditemukan di Zhejiang,
Yunan, Guizhou, Guangxi, Shaanxi dan Hubei, China. (4) Pengelompokan
yang lain memperlihatkan bahwa virus corona grup beta meliputi Bat
coronavirus (BcoV), Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus
(HEV), Murine hepatitis virus (MHV), Human coronavirus 4408
(HCoV4408), Human coronavirus OC43 (HCoV-0C43), Human coronavirus

HKUl (HCoV-HKU1), Severe acute respiratory syndrome coronavirus
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(SARSCoV) dan Middle Eastern respiratory syndrome coronavirus (MERS-
CoV)."
6. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Murah

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, tidak diterangkan secara umum tentang asas sederhana, cepat dan
biaya ringan, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam
undang-undang tersebut. Untuk itu dapat kita jumpai dalam penjelasan umum
yang menyatakan, bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap
keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus
ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana. Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain
peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak
memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan

peradilan.

F. Kerangka Teori
1. Teori Pembuktian Pidana
Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana

yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem

9 Schoeman D and Fielding BC, Coronavirus envelope protein: current knowledge, Virol J,
2019, him.16:69
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yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan
bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai
suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah,
sebagai berikut:
a. Undang-undang;
b. Doktrin atau ajaran;
c. Yurisprudensi.?
Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai
berikut:
a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara
positif (positive wetteljik bewijstheorie);
b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja
(conviction intime);
c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas
alasan yang logis (laconviction raisonnee);
d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara
negatif (negatief wettellijk bewijs theotrie).
Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam
sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan

oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

% Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk
Mahasiswa dan Praktisi, Bandung: Mandar Maju, 2003, him.10.
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a)

b)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wetteljik
bewijstheorie).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar
undang-undang secara positif (positif wettelijke bewijs theorie). ,untuk
menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat
hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.
Kebenaran yang dicari pada sistem pembuktian ini adalah kebenaran
formal (formele bewijtstheorie), oleh karena itu sistem pembuktian ini
dipergunakan dalam hukum acara perdata. %

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime).

Merupakan ~ suatu  pembuktian  dimana  proses-proses
menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh
penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-
macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut
untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau
mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang
disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa. Sistem ini
dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem yang demikian
memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit

diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk

2! Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rangkang Education,

2013, h.245.
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melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan sistem
tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat
mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-
alasan yang aneh.?

c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (conviction
raisonnee).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan
seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian
conviction intime memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa
adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan
pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu
pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim
haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan
menjelaskan atas setiap alasan-alasan (vrije bewijstheorie) apa yang
mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa. 2 Sistem
atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan
hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
(conviction raisonee) dan yang kedua teori pembuktian berdasar

undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie).

22 Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan
di Indonesia), Malang: Setara Press, 2014, h.171.
% bid, him.171
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Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas
keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa
adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangakan perbedaannya
ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi
keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (conclusie)
yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi
ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri,
menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang
mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada
aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh
undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama
berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan
suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan
undang-undang yang disebut secara limitatif.**
d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief
wettellijk bewijs theotrie).
Merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction
raisonnee dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara
positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya

seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada

24 Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, 2003, him.33.
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cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-
undang. ® Untuk Indonesia, wirjonoprojodikoro berpendapat bahwa
sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya
dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah
selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa
untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim
terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan
terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim
dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu
yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.?®
2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil
dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab

secara normatif, bukan sosiologi.?’

% Tolib Effendi, Op.Cit, him.171.

26 Moh. Taufik Makarao, Op.Cit, him.33.

" Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, him.59
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Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das
sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang
harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.?®

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi
tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan
konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan
hukum vyang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang
sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan

moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum

28 peter Mahmud Marzuki, Pengantar 1lmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him.158
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yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang
buruk.?

Menurut  Utrecht, kepastian hukum mengandung dua
pengertian, Yyaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak
boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu
dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.*

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-
Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia
hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom,
yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain
hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak
lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian
hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya
membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari

aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan

2% Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus
Istilah Hukum, Jakarta, 2009, him. 385.

% Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Penerbit Citra Aditya
Bakti,Bandung, 1999, him.23
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untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-
mata untuk kepastian.**

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang
berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus
sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut
Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-
bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan
kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga
demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif
harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang
ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.*

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian
sesuai pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam
perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi
yang jelas agar suatu perjanjian atau kontrak dapat memberikan
kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak
yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan
kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu
perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat

perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang

1 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit
Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h.82-83
% 1bid, him.95.
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dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus

dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun

pihak yang menyewakan.

3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap
mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam
mengutamakan “the search for justice”.®® Berbagai macam teori mengenai
keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan
kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan
Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean
ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics,
buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat
hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya,
“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.®*

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak
persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak
persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan
manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami

bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

% Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia.
Bandung, 2004, him.24

% L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam Pradnya
Paramita, Jakarta, 1996, him.11
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Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai
dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di
akhir abad ke-20, John Rawls, seperti A Theory of justice, Politcal Liberalism,
dan The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar
terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.* John Rawls yang dipandang sebagai
perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan
adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social
institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat
mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah
memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.®

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai
prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya
yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung
ketidaktahuan” (veil of ignorance). Pandangan Rawls memposisikan adanya
situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat.
Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi
antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat
melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai

suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif

% Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6
Nomor 1, 2009, him.139.
% Ibid, him.140.
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dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan
persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic
structure of society).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh John
Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan
keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin
tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang
keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring
masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya
disebut sebagai “Justice as fairness”. " Dalam pandangan John Rawls
terhadap konsep “posisi asasli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama,
diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang
bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan
sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state,
berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil

apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan

%7 John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, yang sudah
diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2006, him.90.
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sehingga dapat menemukan kebahagian di dalamnya. *® Pandangan Hans
Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu
dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nialai
umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan
tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai
pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil
yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan,
melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu
dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang
oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan
yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi
kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini
dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan
sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh
sebab itu bersifat subjektif.*

Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa
keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau
hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran

tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin

% Hans Kelsen,“General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttagien,
Bandung, Nusa Media, 2011, him.9.
* Ibid, him.11.
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hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan
manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya
sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau
kehendak Tuhan.*

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut

aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga
pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum
positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:
“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik
dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan
dunia ide model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang
dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi
dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapa
itangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak
tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen:
pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-
cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat
berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan
suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut
dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan

dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai

suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.*

“% Ibid, him.14.
1 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, him. 68
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Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar
suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen
pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah
“adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum
adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada
kasus lain yang serupa.*? Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan
dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan
hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law unbrella) bagi
peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan
peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat

(materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.*®

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami
obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode
adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-
lingkungan yang dipahami. ** Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang
didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

*2 Ibid, him. 71.

3 Lunis Suhrawardi K, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,
him. 50

*4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Ul Press, 1986, him.14.
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan
metode yuridis sosiologis (social legal research) untuk mengkaji dan membahas
permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu
pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-
peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk
memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat
terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah
observasi.*

Dalam sosio legal research hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai
keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam
masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang
mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan
makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari
aksi dan interaksi mereka.*®
2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif.

Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang

* Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990, him.34

“ Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana
Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, him. 1.
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diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya. * Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk
menggambarkan,melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang
berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta
menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.
3. Sumber Data
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber
pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan

Pengadilan;

*" Nawari Hadari, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta Gajah Mada University Press,
1987, him .25.
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€.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corono Virus Diesease 2019
(Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di Bawahnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem
Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

a.

b.

%)

d.

Buku-buku;
Rancangan Undang-Undang;
Hasil penelitian ahli hukum;

Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a.

b.

C.

d.

Kamus Hukum;
Kamus besar bahasa Indonesia;
Pedoman ejaan yang disempurnakan;

Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode

pengumpulan data sebagai berikut:
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a. Wawancara
Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau ekplorasi, dimana
kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan
wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan
data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait.
Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih
dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan
keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan
Kejaksaan yaitu pada Kejaksaan Negeri Klaten.
b. Studi Pustaka
Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka
adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-
Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.
5. Metode Analisis Data
Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa
kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data
yang diperolen melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan
cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi,
dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait
serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan

akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.
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H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori,
Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan
Umum Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Asas-Asas Peradilan, Tinjauan
Umum Pandemi Covid-19, Menghadapi pandemi dalam perspektif islam.

BAB Il Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) bentuk substansial
produk hukum pelaksanaan peradilan pidana di masa pandemi Covid-19, (2)
harmonisasi peran Kejaksaan dalam penuntutan terhadap kebijakan formulatif proses
peradilan pidana secara daring, (3) hambatan dan upaya Kejaksaan untuk
mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di masa pandemi
covid-19 dengan metode daring dalam pelaksanaan penuntutan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan
1. Definisi Kejaksaan

Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Rl No.16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui
bahwa Kejaksaan adalah:
a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan
legislatif, dan bukan yudikatif;
b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan
merupakan aparat negara.*®
Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta adhyaksa, berarti “superinterdent” yang
berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah,
jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal.*’Dahulu jaksa mempunyai tugas:
a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan
pradata atau pengadilan Raja.

b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

8 LLaden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan,
Jakarta : Sinar Grafika, 2009, him.191-192.

* RM. Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan
Kedudukannya, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, him 3.
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Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa
adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak
sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, yakni : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain
berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-
Undang R1 No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesiamemiliki fungsi
yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-
undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat
(6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni : “Penuntut umum adalah jaksa yang
diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim”.

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah prosecution dan berasal dari bahasa
latin presecutus. Kata tersebut terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti)

dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”.
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Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesaaman
pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI
No0.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut
umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Kedudukan Kejaksaan

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem
pembagian kekuasaan. “Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi
perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organjm-organ Legislatif,
Eksekutif, dan Yudikatif*®°, yang dikenal dengan trias politika. Dapat dipahami
dengan sistem trias politika tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung
jawab dan kekuasaan.

Sebagai diketahui, sebelum kemerdekaan dikenal “Procueur General” selalu
menempel Hoggerechtsfaf. Maka untuk menjamin eksistensi dan tidak menimbulkan
kekosongan dalam hukum diberlakukanlah berdasarkan Aturan Peralihan Pasal Il
Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penyusunan kabinet pertama kali Jaksa
Agung diangkat dan kedudukannya ada pada MA. Karenanya dahulu dikenal dengan
sebutan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Kejaksaan tinggi pada Pengadilan

Tinggi, Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri.Atas dasar itu maka Jaksa

% Moh. Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta : PT Rineka
Cipta, 2001, him. 73
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Agung/Kejaksaan pada saat itu secara operasional bertanggung jawab kepada
Departemen Kehakiman.Kedudukan ini bertahan hingga tahun 1961 dengan
keluarnya Undang-Undang No.15 Tahun 1961. Sejak saat itu Kejaksaan terpisah dari
Departemen Kehakiman.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya
dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan
masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik
dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. ltulah sebabnya
Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet
karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri.
Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala
Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara”.

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain. Kejaksaan
merupakan pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka kejaksaan

melakukan penuntutan pidana.
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Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya

secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Tugas

dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang RI No.16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a.

b.

Melakukan penuntutan;

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus

dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama

negara atau pemerintah;

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut

meyelenggarakan kegiatan:

a.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
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b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta static kriminal.
Jaksa dalam perkembangannya mengalami kemajuan, “dibeberapa negara

eropa jaksa bahkan sudah merupakan “hakim disamping hakim” / “hakim didepan
hakim”. Singkatnya jaksa sudah berfungsi sebagai hakim.Hal demikian, karena baik

praktik menurut hukum, jaksa diberi wewenang melakukan ajudikasi seperti hakim”.

B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

Istilah criminal justice system pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat
oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science. Criminal
justice system muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme Kkerja
aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada
pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan
penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi

kepolisian (law enforcement).>

! Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif
Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Jakarta, Bina Cipta, 1996, him. 9
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Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai
kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun
prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang tidak optimal
dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang
terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat,
sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan
pendekatan sistem yakni dengan istilah criminal justice system. Pada umumnya
dalam criminal justice system terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Lawrence M. Friedman dalam menguraikan konsep dari system hukum beliau
melihat dari beberapa aspek (sudut pandang) yakni substansi, struktur dan budaya
hukum.® Criminal justice system jika dilihat dari cakupannya akan lebih luas dari
hukum acara pidana, hal ini dikarenakan cakupan materi hukum acara pidana hanya
terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara dalam criminal justice system
meliputi substansi, struktur juga budaya hukum. Artinya dalam suatu sistem, hukum
tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit didalam buku maupun
peraturan-peraturan tertulis lainnya, akan tetapi juga bagaimana konteks dan dalam
prakteknya.

Criminal justice system merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan

kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang

52 | awrence M. Friedman, American Law an Introduction, Second Edition. Hukum Amerika
sebuah pengantar, Penerjemah wisnu basuki, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hal. 9
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dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan
sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan
saling mempengaruhi antara sub-sub sitem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub
sitem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Romington dan Ohlin dalam buku karangan Romli Atmasasmita, yang
berjudul “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer” mengemukakan sebagai berikut:
“Criminal Justice System dapat diartikan pemakaian pendekatan sistem
terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu
sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik
administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri

mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan

dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala

keterbatasannya”.53

Criminal justice system pada dasarnya merupakan suatu open system. Open
system merupakan suatu sistem yang di dalam Gerakan mencapai tujuan baik dalam
tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menegah (pencegahan kejahatan)
maupun jangka Panjang (kesejahteraan sosial) dipengaruhi oleh lingkungan
masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradlian pidana
dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi,
interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat,
ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari criminal

justice system itu sendiri.

5% Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010, hal 2
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Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana adalah
suatu sistem dalam uapaya untuk pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri
dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan
terpidana. Dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita bahwa Criminal justice
system adalah suatu sistem yang ada dalam masyarakat yang memiliki fungsi untuk
menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi dalam hal ini diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar
tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar
tetap dalam batas toleransi masyarakat tidak bermakna bahwa hal ini memberikan
toleransi terhadap suatu tindakan kejahatan atau membiarkan kejahatan tersebut
terjadi. Namun, toleransi tersebut harus dijakdikan sebagai suatu kesadaran bahwa
kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Sehingga
dalam hal ini, dimana ada masyarakat pasti disitu pulan tetap akan ada suatu tindakan
kejahatan yang terjadi. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Romli
Atmasasmita, Muladi berpendapat bahwa criminal justice system merupakan suatu
jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana
utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil.

Criminal justice system akan menghasilkan sistem hukum acara pidana yang
hanya akan berorientasi pada hukuman semata. Padahal hakikatnya fungsi dari
criminal justice system lebih dari pada itu, yakni untuk menegakkan keadilan,
memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan. Romli Atmasasmita dalam bukunya

“Sistem Peradilan Pidana Kontemporer” menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan
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pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu dapat dilihat dari sudut pendekatan
normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan
lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan
yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan manajemen atau
administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu
organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat
horisontal maupun yang bersifat vertical sesuai dengan struktur organisasi yang
berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara
keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari
keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem
yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun
berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga
pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan

dalam menanggulangi kejahatan.
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C. Tinjauan Umum Asas-Asas Peradilan

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umunya dasar atau landasan yang

digunakan saat ini yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya disebut KUHAP). Dalam

KUHAP terdapat asasasas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat

dan martabat manusia yang ditegakkan, antara lain sebagai berikut:

1)

2)

3)

Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”.
Asas persamaan di depan hukum (equality before the law)

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum priviligiatum atau
perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara
hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (equality before the
law). Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang — Undang nomor 48
tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Pada kepala sub paragraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan
pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan
praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula
Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (3)
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4)

5)

6)

7)

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua siding membuka sidang
dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai
kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

Ayat (4), yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat
(3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4)
lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas
diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas
tersebut tidak dipenuhi.”54
Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada
yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun
2009).

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena
alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan
bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas
perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun
2009).

Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai
penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan hanya dapat dilakukan
berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-

undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

* Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 20
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8)

9)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara
pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya
umum angka 3 huruf ¢ KUHAP yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau

dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap”.*®

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih
lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan
tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah
sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana
tersebut harus mendapatkan hakhaknya sebagaimana diatur undang-undang.
Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan
salah tuntut, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau
kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) atau hukum yang
diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat
(1) UU No. 48 Tahun 2009).

Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim
disebut contante justitie (Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun

2009).56

% Ibid, him. 14

49



10) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang
wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap
tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan. (Pasal 56 ayat (1) UU
No. 48 Tahun 2009).

11) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya
termasuk hak menghubungi dan meminta bantun penasihat hukum.

12) Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) UU No.
48 Tahun 2009).

13) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemerik-
saan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan
mendegarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48
Tahun 2009).

14) Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuataan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

15) Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan Pada asasnya dalam praktik
pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara
langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara
lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak
mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan

pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata.
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Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3
huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.

16) Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan
selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal
tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1)
UU No. 48 Tahun 2009).

17) Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan,
karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah
bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 10 ayat (1) UU
No. 48 Tahun 2009).

18) Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara, artinya
pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang
jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

19) Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan
pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 55 ayat (1) UU No. 48
Tahun 2009).

Selain asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu:
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a)

b)

d)

Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup
untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun
Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara
yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau
umum (mendeponeer);

Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya
dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari
kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim
pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik;

Asas praperadilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan,
ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidana-nya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara
pidana, Hakim Pidana seberapa boleh harus boleh berhubungan langsung
dengan terdakwa, yang berarti Hakim harus mendengar sendiri terdakwa,
tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-
keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan
saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu

yang memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi;
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e) Asas personalitas aktif dan asas personalitas passif, artinya dimungkinkan
tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili
menurut hukum pidana Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan
berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegasnya diatur dalam
pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
yaitu bahwasanya “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah
pemeriksaan dilakukan dengan efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan
biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh rakyat, dengan tetap tidak
mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.*®

1) Asas Sederhana
Asas menurut KBBI diartikan sebagai suatu dasar (sesuatu yang
menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita perkumpulan atau
organisasi). Sedangkan Sederhana artinya adalah sedang (dalam arti
pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah). Sederhana mengacu pada

“complicated” tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya

caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini

% Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
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ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan
pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas,
terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi
kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.
2) Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat
berarti segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat atau
yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian
perkara. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara
memakan waktu tidak terlalu lama. Makna dari asas cepat yaitu bahwa proses
keseluruhan peradilan dari tahap awal sampai akhir haruslah cepat dimana
dapat dimaknai sebagai efisiensi dan efektivitas dalam hal waktu dan tidak
melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Peradilan cepat juga merupakan
bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh
Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik). Dalam konvensi tersebut diatur tentang persyaratan
jaminan minimal dalam pelaksanaan pidana. Dalam pasal tersebut dinyatakan
bahwa “untuk diadili tanpa penundaan” selanjutnya pada Pasal 9 paragraf 3

Kovenan tersebut juga mengatur bahwa salah satu tujuan dari prinsip
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peradilan yang cepat adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak
ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya).>’
3) Asas Biaya Ringan

Secara bahasa “biaya” artinya uang yang dikeluarkan untuk
mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos
(administrasi, Secara ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan
sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan
ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus
dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan
pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan dalam peradilan

pidana adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

D. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-
mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang
menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak
orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini
pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.

Coronavirus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan

oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut

%" Pasal 9 paragraf 3 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And
Political Rights.
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atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). Coronavirus Disease ialah jenis penyakit
yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari
manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki
resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan
pesien Covid-19 yakni dokter dan perawat.

Pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus
corona yang menerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebebkan
kematian, penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi
dimana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China, dan penyakit
tersebut sekarang sudah menyebar kebanyak Negara termasuk negara Indonesia.

Coronavirus disease (COVID-19) awalnya dikenal sebagai penyakit radang
paru yang disebabkan oleh virus corona yang bernama SARS COV-2 dan disinyalir
ditularkan awalnya dari kelelawar. Penyakit ini dinyatakan pandemi oleh World
Health Organization (WHQ) pada tanggal 11 Maret 2020. Sejarah penyakit COVID-
19 dimulai dari pelaporan seorang dokter dari Tiongkok mengenai penyakit
pneumonia misterius yang penyebabnya tidak diketahui. Penyakit ini dengan cepat
menyebar dalam 3 hari di sebuah pasar seafood atau live market di Wuhan, Tiongkok,
sehingga menyerang puluhan bahkan sampai ribuan orang dalam waktu singkat.

Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara
luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020,
WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020,

terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di

56



Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus
kematian.®

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020
sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi
berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di
Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30
Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan
Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian
sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan
kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus
pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia
memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%.>°

Lima negara tertinggi yang terkena kasus COVID-19 adalah Amerika Serikat,
Spanyol, Italia, Britania Raya, dan Rusia. Jumlah kasus terkonfirmasi di Asia
Tenggara menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-dua berdasarkan data 8 Mei
2020 setelah Singapura, lalu diikuti oleh Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam,
Brunei, Kambodia, Myanmar, Laos, dan terakhir Timor Leste.

Hingga Juni 2020, terdapat 50.187 kasus terkonfirmasi positif COVID-19,
angka kesembuhan 20.449 dan angka kematian 2.620. Rata-rata pertambahan kasus

baru di Indonesia pada bulan Juni 2020 sebanyak 1000 kasus per-hari. Pulau Jawa

% Firda Annisa, Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures, Jurnal Penyakit
Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, him 45
** 1bid, him 46
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merupakan pusat pandemi dengan empat propinsi yang paling terdampak COVID-19.
Jakarta memiliki angka total kasus terbesar dengan 4.955 dan dilanjutkan dengan
Propinsi Jawa Barat dengan 1.404 kasus, Propinsi Jawa Timur dengan 1.284 kasus,
dan Propinsi Jawa Pusat dengan 933 kasus. Jumlah kematian tertinggi dapat
ditemukan di Jakarta dengan 424 kematian, dilanjutkan oleh Jawa Timur (215), Jawa
Barat (184), Jawa Tengah (161). Sulawesi Selatan (708 total kasus dengan 46
kematian) merupakan propinsi yang paling parah terkena dampaknya di luar Jawa.®

Infeksi COVID-19 cukup bervariasi dalam menimbulkan gejala pada pasien
yang terinfeksi. Rerata gejala dari infeksi COVID-19 muncul setelah periode inkubasi
yang berlangsung selama kurang lebih 5,2 hari. Periode sejak awal muncul gejala
sampai pada kematian memiliki rentang waktu dari 6-41 hari dengan median sekitar
14 hari. Rentang waktu tersebut tergantung dengan sistem imun pasien dan umur
pasien. Waktu tersebut lebih pendek pada pasien diatas umur 70 tahun dibandingkan
dengan dibawah umur 70 tahun.

Gejala paling umum adalah demam, batuk, dan merasa cepat lelah. Gejala lain
seperti peningkatan jumlah sputum, sakit kepala, hemoptysis, diare, dyspnea tidak
selalu termanifestasi pada semua pasien. Gambaran Kklinis pada computed
tomography scan (CT Scan) toraks tampak seperti pneumonia, tetapi terdapat
gambaran abnormal seperti cedera jantung akut, ARDS, dan insiden terlihatnya

ground-glass opacities pada regio subpleural pada kedua lapang paru yang

% Ibid, him 48
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menyebabkan meningkatnya respons imun lokal dan sistemik yang akan
meningkatkan proses inflamasi.

Beberapa gejala COVID-19 memiliki kesamaan dengan gejala bethacorona
virus terdahulu seperti demam, batuk kering, dyspnea, dan ground-glass opacities
bilateral. Gejala klinis khas COVID-19 mencakup penargetan sistem pernapasan
bawah dan juga pernapasan atas yang dapat dibuktikan dari gejala pernapasan atas
seperti rhinorrhoea, bersin, dan nyeri tenggorokan. Hasil pemeriksaan CT scan
menunjukkan terdapat infiltrat pada lobus atas paru yang berasosiasi dengan
meningkatnya keparahan dyspnea yang diikuti dengan hipoksemia pada beberapa
kasus.

Diagnosis dari penyakit COVID-19 bisa ditegakkan dari anamnesis,
pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Penyakit COVID-19 bisa juga
ditegakkan diagnosisnya dari swab test, dan rapid test. Dari anamnesis bisa
didapatkan 3 gejala utama berupa demam, batuk kering (sebagian kecil berdahak),
dan sulit bernapas atau sesak. Gejala tambahan lainnya berupa nyeri kepala, nyeri
otot, lemas, diare, dan batuk darah. Pada pemeriksaan fisik bisa ditemukan tergantung
ringan dan beratnya gejala manifestasi klinis seperti.

Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa COVID-19
bisa dilakukan melalui pemeriksaan radiologi (Foto toraks, CT-Scan toraks, USG
toraks), Swab tenggorok pada saluran napas atas dan saluran napas bawah,
bronkoskopi, pungsi pleura sesuai kondisi, pemeriksaan kimia darah [darah perifer

lengkap, analisis gas darah, fungsi hepar, fungsi ginjal, gula darah sewaktu, elektrolit,
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faal hemostasis pada kasus berat, prokalsitonin, dan laktat], biakan mikroorganisme

dan uji kepekaan dari bahan saluran napas dan darah, dan pemeriksaan feses dan urin.

E. Menghadapi Pandemi dalam Perspektif Islam

Sebagai akibat dari perbedaan paham yang terdapat dalam aliran teologi Islam
mengenai soal kekuatan akal, fungsi wahyu, dan kebebasan serta kekuasaan manusia
atas kehendak dan perbuatannya, terdapat pula perbedaan paham tentang kekuasaan
dan kehendak Mutlak Allah SWT. Dalam menjelaskan kemutlakan kekuasaan dan
kehendak Allah SWT. Al-Asy’ari menulis dalam Al-Ibanah bahwa Allah SWT. Tidak
tunduk kepada siapa pun, diatas Allah SWT. Tidak ada suatu zat lain yang dapat
membuat hukum dan dapat menentukan apa yang boleh dibuat oleh Allah SWT.
Allah SWT bersifat absolut dalam kehendak dan kekuasaannya seperti kata Al-
Dawwami, Allah SWT. Maha pemilik (Al-Malik) yang bersifat absolut dan berbuat
apa saja yang dikehendaki-Nya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencela-
Nya.*!

Selain itu pola pikir masyarakat yang sempit juga menyebabkan berita-berita
yang tidak benar atau hoaks. Semua itu terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan
yang dimiliki olen masyarakat pula, sehingga mereka tidak mampu membedakan

tentang kebenaran informasi yang didapatkan. Padahal Islam mengajarkan kepada

umat manusia bahwa wajib hukumnya untuk kita mempunyai Ilmu Pengetahuan guna

%1 Harun Nasution, Teologi Islam, Jakarta : Universitas Indonesia, 2016, him.118
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menyaring segala informasi yang kita terima agar mendapatkan informasi yang akurat
dan jelas. Hakikat Pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan
kepada umat Islam, bahkan kewajiban mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam
kandungan hingga ke liang lahat.

Meskipun wabah penyakit Covid-19 dalam catatan sejarah Islam masih
menjadl perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di
mediamedia sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya
wabah penyakit Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit
yang menyerang kaum muslim di masa lalu.

Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang
terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan
yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam.
Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa
pada saat itu. Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti
dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit Covid-19. Karena
memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19
yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.

Saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar
yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus
Corona. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya
yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara untuk

menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang
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petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang
mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk Al-
Qur’an yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu
musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah

SWT. berfirman:

T e - z

AT e Ladya 34 LT DTea § Lo Uit o T S

Artinya: “Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah
tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah
bertawakal orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah [9]: 51).

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah
telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi
seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya
ternadap takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan bahwasanya semua yang ditulis
pasti terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan
apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menimpanya dan apa yang Allah
Subhanahu wa Ta’ala inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak
akan terjadi.

Apabila manusia berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup saat ini,

muncullah pertanyaan yang mengungkapkan bahwa kenapa agama-agama besar di

dunia ini dengan ajaran moral dan peri kemakhlukannya, tidak atau kurang berperan
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untuk ikut memecahkannya. Namun, jika diperhatikan faktor-faktor yang membawa
kepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan tampak bahwa penyebab
pokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Umat manusia
berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi yang sebanyak mungkin.
Dalam mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan menebang pepohonan di
hutan-hutan, menjaring sebanyak mungkin ikan di laut termasuk bibit-bibitnya,
menguras bahan mineral di perut bumi, membuang limbah ke air, darat, dan udara.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak atau kurang adanya perhatian kepada ayat Al-
Qur’an, walaupun 15 abad yang lalu ayat Al-Qur’an memberikan peringatan kepada
manusia bahwa kerusakan timbul di darat, dan di laut karena perbuatan manusia
(Surah Ar-Rum ayat 41). Saat ini apa yang dikatakan Al-Quran tersebut terbukti jelas.
Timbullah masalah lingkungan hidup, karena kerakusan manusia terhadap materi.
Oleh karena itulah kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi terancam
akibat ulah manusia itu sendiri.

Dengan penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa virus Covid-19
pun bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tanpa disadari, sehingga
Allah SWT memberikan peringatan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah

SWT.
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Substansial Produk Hukum Pelaksanaan Peradilan Pidana di Masa
Pandemi Covid-19

Istilah criminal justice system pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat
oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science. Criminal
justice system muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme Kkerja
aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada
pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan
penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi
kepolisian (law enforcement).®?

Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai
kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun
prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang tidak optimal
dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang
terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat,
sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan

pendekatan sistem yakni dengan istilah criminal justice system. Pada umumnya

62 Romli Atmasasmita, Op.Cit, him. 9
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dalam criminal justice system terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Lawrence M. Friedman dalam menguraikan konsep dari sistem hukum beliau
melihat dari beberapa aspek (sudut pandang) yakni substansi, struktur dan budaya
hukum.®® Criminal justice system jika dilihat dari cakupannya akan lebih luas dari
hukum acara pidana, hal ini dikarenakan cakupan materi hukum acara pidana hanya
terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara dalam criminal justice system
meliputi substansi, struktur juga budaya hukum. Artinya dalam suatu sistem, hukum
tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit didalam buku maupun
peraturan-peraturan tertulis lainnya, akan tetapi juga bagaimana konteks dan dalam
prakteknya.

Criminal justice system merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan
kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang
dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan
sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan
saling mempengaruhi antara sub-sub sitem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub
sitem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Criminal justice system pada dasarnya merupakan suatu open system. Open
system merupakan suatu sistem yang di dalam Gerakan mencapai tujuan baik dalam

tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menegah (pencegahan kejahatan)

83 Lawrence M. Friedman, Op.Cit, him. 9
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maupun jangka Panjang (kesejahteraan sosial) dipengaruhi oleh lingkungan
masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradlian pidana
dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi,
interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat,
ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari criminal
justice system itu sendiri.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat
(3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegasan isi
konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan,
kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Hubungan manusia
dengan manusia juga diatur oleh hukum, setiap orang yang melakukan tindak pidana
akan dihukum sesuai aturan hukum pidana. Dalam pelaksanaanya sebelum dijatuhi
hukuman atau vonis orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di
pengadilan. Dalam proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang
berlaku seperti: “Pemeriksaan diakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib
hadir pada saat persidangan dan sebagainya.® Tahap-tahap dan tata cara persidangan
perkara pidana di pengadilan negeri secara umum di atur dalam KUHAP (Undang-
Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)”.

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia dibawahi langsung oleh Mahkamah

Agung Republik Indonesia yang telah memiliki kewenangan yang di atur oleh

® Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghib, Sistem Peradilan Pidana
Indonesia, Palembang: Unsri Press, 2007, him. 7.
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peraturan perundangundangan. Perundang-undangan sendiri menurut M. Solly Lubis
merupakan proses pembuatan peraturan Negara, dengan kata lain tata cara mulai dari
perencanaan, pembahasan, pengesahan dan penetapan dan akhirnya pengundangan
peraturan yang bersangkutan.®

Menurut A. Hamid S. Attamimi yang mengutip Juridish woordenboek, kata
perundangundangan (wetgeving) mengandung dua macam arti. Pertama, proses
pembentukan peraturanperaturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-
undang (wet) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari
kekuasaan perundang-undangan (wetgevendemacht). Kedua, keseluruhan produk
peraturan-peraturan negara tersebut, oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan
merupakan keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan undang-undang dan
bersumber pada kekuasaan legislatif. Menurut Bagir Manan, apabila dikaitkan dengan
isinya maka peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan kaidah hukum
tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku
yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum.®®

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang

% M.Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, Bandung: PT. Mandar
Maju, 1995, him 31

% Winata, Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Negara
Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, him 237
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Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat;

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4) Peraturan Pemerintah;

5) Peraturan Presiden;

6) Peraturan Daerah Provinsi;

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan menjelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-
undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (basic
norm) sebagaimana menurut Hans Kelsen. Konsekuensinya Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang
lebih rendah, sehingga berlaku asas lex superiori derogat legi inferiori dan materi
muatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi

sumber dalam pembentukan segala peraturan perundang-undangan, sehingga
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Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Ni’matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk
dibatalkan atau batal demi hukum (van rechtswegenietig). Undang-undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan pada penjelasan Pasal 7
ayat (2) menyatakan, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki”
adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan
pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas
menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan
olen Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi
yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang

setingkat dan ayat (2) menjelaskan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.®’

Selain memiliki fungsi utama mengadili perkara, Mahkamah Agung juga
memiliki beberapa fungsi lain diantaranya fungsi mengatur. Fungsi mengatur
diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan fungsi ini, Mahkamah Agung dapat
mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan
peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang
sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pasal 38 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa Mahkamah agung
berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka
pelaksanaan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.®®

Namun disaat sekarang (masa pandemi Covid 19) menyebabkan persidangan
tidak dapat dilaksanaakan secara langsung namun dengan cara persidangan perkara

pidana secara elektronik (online). Seperti yang kita ketahui Dunia sedang menghadapi

" Husma, Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali
Putusan Praperadilan), Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2017, him 122

% Ibid, him 223
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virus Corona atau juga disebut dengan COVID-19 yang merupakan penyebab
penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit lebih parah seperti sindrom pernapasan
(MERS-CoV) dan Sindrom Pernapasan akut parah (SARS-CoV) yang dapat
menyebabkan kematian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
memutuskan memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana penyakit
akibat virus Corona di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan BNPB Nomor 13. A
Tahun 2020.

Kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung,
Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Masusia, dan Komisi Pemberantasan
Korupsi khususnya mengenai pelaksanaan proses peradilan sangatlah tepat akan
tetapi bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan. Permasalahan
yang paling sederhana yang salah satu contoh saja misalkan saksi yang seharusnya
dipanggil untuk dihadirkan tidak bisa hadir karena merasa takut untuk datang ke
pengadilan atau tempat ditentukan ia bersaksi (Rutan/Kejaksaan/KPK) dikarenakan
takut terkena penyakit Corona. Salah satu esensi pokok dalam pelaksanaan sidang
melalui teleconference dengan kondisi pandemic corona ini apakah bisa disebut
menyampingkan asas dalam hal hukum pidana dan mengesampingkan asas peradilan
Hukum pidana, sehingga proses pelaksanaannya diberikan keringanan penegak
hukum sebagaimana Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas Solus
Populi Suprema Lex Esto yakni Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi.

Perkembangan ke arah virtual dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis

merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau
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pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para
penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian
perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi
menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum
menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan
yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris
dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.®

Dalam sebuah situasi yang “eksepsional” seperti wabah penyakit (pandemic)
Corona ini tentunya menjadi sebuah problematika penerapan asas legalitas tersebut.
Hukum acara pidana yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses
peradilan pidana dalam situasi pandemi. Dalam hal ini asas yang selalu melekat dan
menjadi dasar Mahkamah Agung terkait dengan mekanisme persidangan online
adalah asas salus populi suprema lex esto yang artinya adalah keselamatan rakyat
adalah hukum tertinggi yang tentu untuk mencari keadilan dan hal ini juga
berpengaruh para penegak hukum. Karena adanya asas tersebut maka keluarlah surat
edaran Mahkamah Agung ini untuk mengisi kekosongan hukum dan tetap
menegakkan hakhak dari tersangka. Sedangkan yang diatur dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana yang

tetap dilakukan khusus untuk terdakwa yang ditahan dan penahannya tdak dapat

% Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, Membangun Budaya Hukum
Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi), Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No. 3, 2020, him. 293.

72



diperpanjang lagi. Poinpoin yang tertuang dalam surat edaran tersebut di antaranya

adalah meliputi:

1)

2)

3)

Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan
terdakwa status penahanan rutan) serta tidak dimungkinkan lagi untuk
dilakukannya perpanjangan penahanan;

Mengupayakan pelaksanaan siding secara daring melalui siaran video atau
lebih sering disebut sebagai teleconference/live streaming yang dalam
pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan
Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas;

Dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan
masa penahannnya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan
tahap Il bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang
memiliki batas waktu penahanan dengan memerhatikan mengenai masa
tanggap darurat pada masa Covid-19 di wilayah persidangan masing-
masing.”

Sebelum adanya wabah Covid-19 ini, persidangan secara daring sudah pernah

diselenggarakan, sehingga persidangan perkara pidana secara elektronik yang

dilaksanakan saat ini bukan lah semata mata merupakan suatu hal atau terobosan

baru. Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa

dilaksanakannya sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda

" Nur Akmal Razag, Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa

Pandemi Covid-19 Dalam Pespektif Hukum Pidana, Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No. 3, 2020,
him 1228.
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pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau
teleconference, yakni pada kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan ini
diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J.
Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui
televisi Swasta Nasional.”

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara
elektronik, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung
No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata
cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup
peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Peraturan Mahkamah Agung ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA
No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan
Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini
sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian,
Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan
Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13
April 2020 lalu.

Tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah

™ Ibid
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Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini
mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur
Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada
tanggal 17 Maret 2020. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020
tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah,
maka SE MA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan
Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah
atau tempat tinggalnya (Work From Home) dan menerapkan social distancing dalam
pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protocol
kesehatan di lingkungan kerja.

Dalam rangka bekerja di rumah (work from home) maka segala tugas
pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-
Court. Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi e-Liltigation.
Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya
Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.

SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan

selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation
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untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak
di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-
Litigation. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di
Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus
apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa
penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini.
Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya
masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai
berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka
waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim
diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda
sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan
yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah
kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanyanya
keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.

Berdasarkan SE MA Rl Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation hanya
ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di
Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini
dikarenakan dalam perkara-perkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang sedang
ditahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak menerapkan e-Litigation hanya
pada perkara-perkara Pidana, karena melibatkan terdakwa yang sedang dalam masa

penahanan. Perkara Pidana tetap digelar secara konvensional dengan menghadirkan
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para pihak di ruang persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan
pencegahan COVID-19.

Seiring berjalannya waktu, untuk lebih menjamin jalannya proses persidangan
perkara pidana secara online ini, mahkamah agung menindaklanjuti surat tersebut
dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik,
Peraturan Mahkamah Agung tetap berusaha memprioritaskan pelaksanaan
persidangan perkara pidana secara tatap muka seperti biasanya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, tetapi apabila dalam keadaan tertentu,
persidangan harus dilakukan secara online, Pasal 1 ayat (16) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan bahwa yang dimaksud keadaan tertentu
adalah keadaan vyang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara,
pengadministrasian perkara dan persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan
prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah
penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau
keadaan lain yang ditentukan oleh majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan
persidangan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah mengatur
mengenai tata cara pelaksaannya. sehingga telah terciptanya suatu payung hukum
yang lebih tinggi dan diharapkan dapat memberikan keadilan, dengan adanya
peraturan yang mendasari pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online di

masa pandemi ini, maka dapat dinilai bahwa proses persidangan tersebut telah
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memiliki kekuatan hukum atau paying hukum dalam pelaksanaannya dengan berdasar
dari produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud tertuai dalam Pasal 79
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat dilihat
dalam beberapa bentuk seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
(SK KMA). Peraturan Mahkamah agung (PERMA) sendiri dapat diartikan peraturan
dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu
yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan, Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh
jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang
bersifat administratif, Fatwa Mahkamah Agung memuat pendapat Mahkamah Agung
yang diberikan atas permintaan suatu lembaga negara, dan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung merupakan surat keputusan yang dikeluarkan Ketua Mahkamah
Agung mengenai hal-hal tertentu.”

Proses persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online ini juga dapat
dinilai tidak bertentangan dengan hukum acara pidana di Indonesia, yang mana secara
umum proses persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana proses

2 panggung Handoko, Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara
Online di Masa Pandemi Covid-19, Dinamika Governance: Jurnal I1lmu Administrasi Negara, VVolume
11 Nomor 1, April 2021, him 137
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persidangan dilakukan secara langsung tatap muka dalam satu gedung pengadilan,
Pengertian hukum acara pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Menurut R. Soesilo, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara
bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil,
sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus
dilakukan.

Tujuan hukum acara pidana sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan
atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara
pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat
didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa
suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat
dipersalahkan. Van Bemmelen mengemukakan juga bahwa terdapat tiga tujuan dari
hukum acara pidana, yaitu mencari dan mengemukakan kebenaran, pemberian
keputusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan. Menurut Van Bemmelen dari ketiga
tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua tujuan lainnya
adalah mencari kebenaran, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat
bukti dan barang bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan yang tepat dan adil,
yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Menurut Andi Hamzah, tujuan acara pidana

mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya
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adalah mencapai suatu Kketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan
kesejahteraan dalam masyarakat dan juga tidak lepas dari sebuah pencapaian
kepastian hukum.”

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan.
Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi
peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum
merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan
dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi
keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.
Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan
dan kebahagiaan. Sementara konsep ‘“selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh
John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan
keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu,
sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah
berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh

prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.™

"3 1bid, him 137
™ John Rawls, Op.Cit, 2006, him.90
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B. Harmonisasi peran Kejaksaan dalam Penuntutan terhadap Kebijakan
Formulatif Proses Peradilan Pidana secara Daring

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain. Kejaksaan
merupakan pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka kejaksaan
melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI
No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa
Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari
pengaruh kekuasaan lainnya.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa
adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak
sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Rl No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, yakni : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain
berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-
Undang R1 No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesiamemiliki fungsi
yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
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memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-
undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat
(6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang
diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim”.

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah prosecution dan berasal dari bahasa
latin presecutus. Kata tersebut terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti)
dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”.
Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesaaman
pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI
No0.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut
umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem
pembagian kekuasaan. “Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi
perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ Legislatif,

Eksekutif, dan Yudikatif”, yang dikenal dengan trias politika. Dapat dipahami dengan
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sistem trias politika tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan
kekuasaan.”

Sebagai diketahui, sebelum kemerdekaan dikenal “Procueur General” selalu
menempel Hoggerechtsfaf. Maka untuk menjamin eksistensi dan tidak menimbulkan
kekosongan dalam hukum diberlakukanlah berdasarkan Aturan Peralihan Pasal Il
Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penyusunan kabinet pertama kali Jaksa
Agung diangkat dan kedudukannya ada pada MA. Karenanya dahulu dikenal dengan
sebutan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Kejaksaan tinggi pada Pengadilan
Tinggi, Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri.Atas dasar itu maka Jaksa
Agung/Kejaksaan pada saat itu secara operasional bertanggung jawab kepada
Departemen Kehakiman.Kedudukan ini bertahan hingga tahun 1961 dengan
keluarnya Undang-Undang No.15 Tahun 1961. Sejak saat itu Kejaksaan terpisah dari
Departemen Kehakiman.

Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang RI
No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

> Moh. Mahfud MD, Op.Cit, him. 73
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d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama
negara atau pemerintah;

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut
meyelenggarakan kegiatan:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan
negara;

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta static kriminal.

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umunya dasar atau landasan yang
digunakan saat ini yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya disebut KUHAP). Asas-asas

yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu:
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a. Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup
untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun
Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara
yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau
umum (mendeponeer);

b. Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya
dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari
kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim
pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik;

c. Asas praperadilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan,
ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidana-nya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

d. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara
pidana, Hakim Pidana seberapa boleh harus boleh berhubungan langsung
dengan terdakwa, yang berarti Hakim harus mendengar sendiri terdakwa,
tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-
keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan
saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu

yang memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi;
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e. Asas personalitas aktif dan asas personalitas passif, artinya dimungkinkan
tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili
menurut hukum pidana Republik Indonesia.

Dalam sebuah situasi yang “eksepsional” seperti wabah penyakit (pandemic)
Corona ini tentunya menjadi sebuah problematika penerapan asas legalitas tersebut.
Hukum acara pidana yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses
peradilan pidana dalam situasi pandemi. Dalam hal ini asas yang selalu melekat dan
menjadi dasar Mahkamah Agung terkait dengan mekanisme persidangan online
adalah asas salus populi suprema lex esto yang artinya adalah keselamatan rakyat
adalah hukum tertinggi yang tentu untuk mencari keadilan dan hal ini juga
berpengaruh para penegak hukum. Karena adanya asas tersebut maka keluarlah surat
edaran Mahkamah Agung ini untuk mengisi kekosongan hukum dan tetap
menegakkan hak-hak dari tersangka. Sedangkan yang diatur dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana yang
tetap dilakukan khusus untuk terdakwa yang ditahan dan penahannya tdak dapat
diperpanjang lagi. Poinpoin yang tertuang dalam surat edaran tersebut di antaranya
adalah meliputi:

1) Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan
terdakwa status penahanan rutan) serta tidak dimungkinkan lagi untuk

dilakukannya perpanjangan penahanan;
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2) mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melalui siaran video atau
lebih sering disebut sebagai teleconference/live streaming yang dalam
pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan
Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas;

3) dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan
masa penahannnya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan
tahap Il bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang
memiliki batas waktu penahanan dengan memerhatikan mengenai masa
tanggap darurat pada nasa Covid-19 di wilayah persidangan masing-
masing.”®
Sebelum adanya wabah Covid-19 ini, persidangan secara daring sudah pernah

diselenggarakan, sehingga persidangan perkara pidana secara elektronik yang
dilaksanakan saat ini bukan lah semata mata merupakan suatu hal atau terobosan
baru. Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa
dilaksanakannya sidaang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda
pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau
teleconference, yakni pada kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan ini
diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J.
Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui

televisi Swasta Nasional.

"® Nur Akmal Razaq, Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa
Pandemi Covid-19 Dalam Pespektif Hukum Pidana, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 1 No. 3, 2020,
him. 1228.
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COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020
sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi
berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di
Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30
Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan
Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian
sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan
kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus
pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia
memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%."

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara
elektronik ,Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung
No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata
cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup
peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Peraturan Mahkamah Agung ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA
No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan
Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini
sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian,

Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan

" Firda Annisa, Op.Cit, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm
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Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13
April 2020 lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Feri Mupahar selaku
Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, peran Kejaksaan dalam penuntutan terhadap
kebijakan formulatif proses peradilan pidana secara daring menjelaskan bahwa
Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di
Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja
Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di
Lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang
dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dalam hal ini Kejaksaan sebagai perangkat
sistem peradilan pidana juga mendapatkan dampak kebijakan tersebut dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya pada proses peradilan pidana.’

SEMA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan
Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah
atau tempat tinggalnya (Work From Home) dan menerapkan social distancing dalam

pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol

"8 Hasil Wawancara dengan Feri Mupahar, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Pada Tanggal 8
Februari 2022.
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kesehatan di lingkungan kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020
tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah.
Dalam rangka bekerja di rumah (work from home) maka segala tugas pelayanan
termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-Court.”

SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan
selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation
untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak
di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-
Litigation. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri tetap dilaksanakan
secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara
masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa
pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa
penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya
ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang
dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA Rl Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat
menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu

pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan

" Hasil Wawancara dengan Feri Mupahar, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Pada Tanggal 8
Februari 2022.

90



perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang
adanyanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.®’

Adapun dalam hal ini, Lembaga Kejaksaan yang mana saling berkaitan
terhadap kebijakan proses peradilan pidana di masa pandemi juga mengeluarkan
peraturan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja Kejaksaan pada masa pandemi covid-
19 dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-
049/A/SUJA/03/2020 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan
Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 yang berbunyi:

Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan
institusi ditengah merebaknya pandemi COVID-19, bersama ini saya menyampaikan
kepada seluruh Jaksa untuk:

1. Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan utamanya perkara dengan
terdakwa berstatus penahanan RUTAN dan tidak dimungkinkan lagi
dilakukan perpanjangan penahanan;

2. Mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana video conference/live
streaming yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua
Pengadilan Negeri dan Kepala RUTAN/LAPAS;

3. Menerapkan acara pemeriksaan singkat (APS) terhadap namun tidak terbatas
pada tindak pidana berkerumun dengan sengaja, dengan kekerasan/ancaman

kekerasan melawan pejabat yang sedang melakukan tugas jabatan yang sah,

8 Hasil Wawancara dengan Feri Mupahar, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Pada Tanggal 8
Februari 2022.
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serta dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan
menurut undang-undang oleh pejabat yang ditugaskan mengawasi sesuatu;

4. Menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih
memungkinkan untuk diperpanjang, begitupun pelaksanaan tahap Il untuk
perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas
jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat
COVID-19 di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan;

5. Menyikapi adanya penundaan penitipan tahanan pada RUTAN/LAPAS agar
masing-masing pimpinan satuan kerja mempersiapkan langkah-langkah yang
seyogianya diperlukan, seperti lebih mengintensifkan komunikasi dan
koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah/Kepala RUTAN/LAPAS dan
Kepala Kepolisian setempat;

6. Mempertimbangkan untuk memberikan pengalihan/penangguhan penahanan
dengan mempedomani ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 KUHAP dan setelah
melalui konsultasi dengan pimpinan satuan kerja;

7. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan pimpinan, diantaranya:

a. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama
Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

b. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan
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Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) Di Lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Para Kepala Kejaksaan Tinggi agar menyebarluaskan surat ini ke seluruh
Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukumnya;
9. Melaporkan setiap pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-sewaktu
apabila diperlukan.®
Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi e-
Liltigation. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak
diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19
Agustus 2019. SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan
Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-
Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan
para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan
dengan e-Litigation. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer
di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara
khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa
penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini.

Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya

81 Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 Tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19
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masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai
berakhirnya masa pandemi.®

Peraturan yang mengatur tentang e-litigation hanya ada di Perma Nomor 1
Tahun 2020 dan SE MA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SE MA Nomor 1 Tahun 2020,
tidak mengatur atau menyebutkan perihal e-Litigation. Dua bulan pasca
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020
tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum
sepenuhnya . Berdasarkan SE MA Rl Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation
hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata
Agama di Pengadilan Agama danTata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha
Negara.®

Dalam wawancara dengan Feri Mupahar, Kejaksaan dalam menyeseuaikan
kondisi pandemi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, seluruh
jajaran dalam perangkat Kejaksaan yang dalam pelaksanaannya mengacu pula pada

Intruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan

82 Hasil Wawancara dengan Feri Mupahar, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Pada Tanggal 8
Februari 2022.

8 Anggita Doramia Lumbanraja, Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan
Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi, Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 01,
2020, him 50
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Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan
Kejaksaan RI bahwa:

1. Mengoptimalkan upaya persuasif dan preventif sehingga penggunaan dana
untuk penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tepat sasaran,
efisien dan efektif.

2. Melakukan pendampingan terhadap Kementerian/ Lembaga/Pemerintah
Daerah/BUMN/BUMD dalam rangka:

a. Refocusing kegiatan dan relokasi anggaran melalui mekanisme revisi
anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan
penanganan COVID-19; dan

b. Penggunaan pagu anggaran yang telah ada untuk kegiatan percepatan
penanganan COVID-19.

3. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan instansi
terkait ~ lainnya  untuk  pengadaan barang dan jasa  pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dalam rangka
percepatan penanganan COVID-19.

4. Melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan
peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan
terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam
kepentingan dan keamanan nasional dalam rangka percepatan penanganan

COVID-19 melalui:
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a. inventarisasi dan pengkajian peraturan perundangundangan yang
terkait dengan refocusing Kkegiatan, realokasi anggaran serta
pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

b. pemetaan dan analisis masalah yang terkait dengan refocusing
kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa; dan

c. pelaksanaan fungsi Penyelidikan (LID)/Pengamanan
(PAM)/Penggalangan (GAL) lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi
Intelijen Penegakan Hukum.

5. Melakukan penanganan terhadap laporan masyarakat terkait penyimpangan
penggunaan anggaran dalam rangka pengendalian COVID-19 secara
bijaksana, cermat, dan teliti.

6. Melakukan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait untuk memastikan
kebenaran laporan masyarakat sebagaimna dimaksud pada angka 4 termasuk
kelengkapan administrasi keuangan.

7. Mengambil langkah lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan tidak serta merta menggunakan hukum pidana atas dugaan
penyimpangan dalam penggunaan anggaran untuk penanggulangan COVID-
19 yang semata-mata dikarenakan perubahan mata anggaran ataupun
kesalahan administrasi lainnya sepanjang tidak terdapat kerugian keuangan
negara yang nyata akibat dari niat jahat, pegawai negeri/penyelenggara negara

tidak mendapatkan keuntungan dan kepentingan umum terlayani.
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8. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan
perkara, meliputi:

a. Menjadwalkan kembali persidangan perkara pidana terhadap perkara-
perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahananannya tidak
dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-
19.

b. Menunda proses penanganan perkara dan persidangan terhadap
tersangka/terdakwa yang secara hukum penanganan dan penahanannya
masih beralasan untuk dapat diperpanjang atau ditangguhkan.

c. Mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan menggunakan Acara
Pemeriksaan Singkat (APS) seperti namun tidak terbatas Penerapan
untuk Pasal 212, 216, dan 218 KUHP ataupun mengembangkan
penggunaan sarana teleconference pada waktu persidangan.

d. Mengoptimalkan pendekatan dalam penyelesaian perkara sehingga
tidak berlarut-larut dengan tetap memperhatikan keadilan bagi para
pihak yang berperkara.

e. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu penanganannya
olen peraturan perundang-undangan agar ditunda penyerahan
tersangka dan barang bukti dari penyidik, disesuaikan dengan kondisi

wilayah sebaran COVID-19.
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9. Melakukan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan work from home
di lingkungan kerja masing-masing berikut kebijakan penanganan perkara
selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.24
Demi mencegah penularan covid 19, Kejaksaan Negeri Klaten melaksanakan
Persidangan pidana daring (Online). Dalam sidang pidana yang dilaksanakan secara
daring sampai saat ini belum tau sampai kapan akan berakhir, karena belum ada
informasi dari pihak manapun akan dibukanya kembali persidanagan secara langsung.
Sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak
didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor
Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa
mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan
secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP nya
juga. Untuk teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya
mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana
para pihak bisa menggunakan sistem e-court namun dalam pembuktiannya masih
tetap terkumpul, tetapi didalam pidana terus berlangsung menggunakan sistem
persidangan secara daring, pada saat pelaksanaan pidana khusus atau pidana umum,
misalnya dalam tindak pidana korupsi itu mempunyai alat khusus yang mana
ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya

tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya. Dalam pelaksanaan persidangan

8 Hasil Wawancara dengan Feri Mupahar, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Pada Tanggal 8
Februari 2022.
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perkara pidana secara elektronik, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu
tahanan pada rutan maupun di Polres yang menagani perkara. Selama pandemi untuk
mencegah penularan Corona virus pada rutan, terdakwa ditahan di Polres yang
menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa
menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN.®
Dalam hal tersebut jika kita lihat dari dari sisi administrasi seperti
mengantarkan berkas dan pelimpahan berkas itu tidak ada perbedaan karena untuk
masalah berkas tetap diproses dan dilakukan secara langsung. Berkas diterima di
Kepaniteraan masing-masing sesuai dengan jenis perkara. Alur berkas yang
dilimpahkan dari jaksa ke Bagian Pelayanan terpadu sesuai dengan jenis perkara.
Setelah diterima berkas akan diteruskan ke Panitera Muda sesuai dengan jenis berkas
untuk diproses. Kejaksaan Negeri Klaten sudah siap untuk masalah administrasi
secara daring, akan tetapi instansi lain belum siap untuk mengurus berkas
administrasi secara daring. Didalam tahapan-tahapan persidangan perkara pidana
secara elektronik ini tidak ada perbedaan beracara biasa, hanya saja perbedaannya itu
dengan menggunakan media sebagai alat pendukung untuk persidangan perkara
pidana secara elektronik. Yang mana ketika terjadinya jaringan yang tidak stabil para
pihak akan menginformasikan lewat telepon ke pihak Pengadilan Negeri dengan
menginformasikan bahwa sidang ditunda karena alasan jaringan inernet tersebut.

Pengunduran sidang akibat kendala pada jaringan internet ataupun aplikasi

8 Hasil Wawancara dengan Feri Mupahar, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Pada Tanggal 8
Februari 2022
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berdasarkan pada Perma Nomor 4 tahun 2020 yaitu terkait persoalan kendala teknis
dan akses publik, sesuai Pasal 17 Perma, dalam hal terdapat hambatan karena
gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang
diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan
teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan
dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam
sistem informasi pengadilan.®

Jika jadwalnya diundur sampai besok harinya jadwal tidak akan di mundurkan
lagi tetap jadwal yang sama yang telah ditentukan oleh Pegadilan. Dengan kesiapan
sumber daya manusia (SDM) di Kejaksaan Negeri Klaten harus menyesuaikan SDM
nya dan hal ini tidak ada masalah karena sudah siap sejakaakan dilakukan
persidangan perkara pidana secara elektronik dan rata-rata SDM dipalembang sudah
menggunakan teknologi, sehingga tidak terlalu memakan waktu. Kejaksaan Negeri
tidak akan megadakan diklat dengan menyesuaikan proses sidang daring, karena
setiap instansi harus menyiapkan ahli IT untuk menyesuaikan sidang daring ini,
namun SDM ini menjadi paling sulit untuk di Daerah karena minimnya jaringan
untuk sidang daring tersebut.

Sedangkan didalam kasus pidana pembutianya dilakukan secara daring dan
hal ini masih menjadi persoalan karena para pihak tidak bisa melihat sendiri apa yang

sebenarnya terjadi, termasuk bukti yang akan dihadirkan oleh Penasehat Hukum.

8 Hasil Wawancara dengan Feri Mupahar, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Pada Tanggal 8
Februari 2022
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Sedangkan terkait wartawan jika ia ingin meliput ia bisa datang langsung ke
Pengadilan Negeri tersebut.

Adapun dalam hal ini, menurut Feri Mupahar, persidangan pidana secara
daring masih dianggap memenuhi asas peradilan Peradilan Cepat, Sederhana Biaya
Ringan. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah suatu asas dimana
proses peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana sehingga
biaya apapun ringan, sehingga tidak menghabiskan anggaran Negara terlalu besar dan
tidak memberatkan pada pihak yang berpekara. Tekanan pada peradilan cepat atau
lazim diebut constant justitie semakin ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam penjelasan
umum butir 3 huruf (e) dikatakan “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat,
sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan
secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan”. Penjelasan umum tersebut
dijabarkan dalam banyak Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, misalnya Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4),
26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat
ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat
sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan
tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini mendorong penyidik,
penuntut umum dah hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, dalam pasal 50 juga mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk
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segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa
yang disangkakan kepadanya pada waktu di mulai pemeriksaan, ayat (1), segera
perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2) dan segera diadili
oleh pengadilan, ayat (3).%

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-
aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam
hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat
dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan
pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.®

Dalam teori kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas
dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam
artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan
hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

8 Hasil Wawancara dengan Feri Mupahar, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Pada Tanggal 8
Februari 2022
8 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, 2008, him.158
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bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu

hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.®

C. Hambatan dan Upaya Kejaksaan untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat,
Sederhana, dan Biaya Ringan di Masa Pandemi Covid-19 dengan Metode
Daring dalam Pelaksanaan Penuntutan

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, yakni Pasal 64 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di
sidang pengadilan secara umum. KUHP sendiri tidak mendefinisikan dan tidak
merincikan dengan tegas mengenai mekanisme pengadilan yang dimaksud. Namun,
berdasarkan pada beberapa keputusan pasar dalam KUHP, secara sederhana dapat
dipahami bahwa persidangan dapat dilaksanakan di suatu gedung pengadilan, tetapi
pada keadaan tertentu persidangan suatu tindak pidana tertentu atau akibat keadaan
tertentu dapat dilaksanakan di luar gedung pengadilan.*

Persidangan secara elektronik belum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat
dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini.
Namun pengaturan persidangan secara elektronik telah diatur sebelum terjadinya
pandemi Covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

8 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamabhit, Op.Cit,
2009, him 385

% Akmal Razag, Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19 Dalam
Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.6, 2020, him 57
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(Perma No. 1 Tahun 2019). Perma No. 1 Tahun 2019 mengganti dan
menyempurnakan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan Secara Elektronik. Namun berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1
Tahun 2019, persidangan secara elektronik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 hanya
berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha
negara.”

Sehubungan dengan hal tersebut, MA mengeluarkan Surat Edaran MA No. 1
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020).
Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020, seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur
peradilan pada MA dan badan peradilan di bawahnya diminta untuk melakukan
penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020
tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Penyesuaian sistem kerja
tersebut antara lain hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan

dengan WFH, termasuk dalam pelaksanaan persidangan yang dapat dilakukan secara

% Dian Cahyaningrum, Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-29,
Bidang Hukum Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis), Puslit, Vol.XI1,
No.14, Juli 2020, him.3
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elektronik. Dengan demikian persidangan perkara pidana, dan pidana militer, juga
dapat dilakukan secara elektronik.%

Sebuah MoU (Memorandum of Understanding) kesepakatan antara pihak
Mahkamah Agung, Kejaksaan Rl dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disahkan. MoU tersebut terkait kesepakatan
pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan
sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.*®

Memorandum Of Understanding Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 dan
Nomor PAS-08.HH Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.
Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan
perkara pidana secara online. Lebih jelasnya hal tersebut, juga sesuai instruksi Jaksa
Agung untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana
disidangkan secara online yaitu melalui Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-
049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19. Upaya
melaksanakan persidangan online dimasa pandemi Covid-19 dianggap sebagai
langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat
penyebaran Covid-19. Pada keadaan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,
diselenggarakannya sidang tindak pidana yang dilaksanakan secara daring melalui

teleconference ini, merupakan suatu inovasi dan terobosan yang tepat, namun harus

92 H
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terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung. Aktivitas persidangan yang paling
terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan
perkara pidana. Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi
Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan online dengan berdasar pada
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan
Secara Elektronik.*

Perma yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin
pada 25 September 2020 disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No.
108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara
Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai
tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung,
Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang
Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-
19 pada 13 April 2020. Berdasarkan Perma ini, persidangan perkara pidana dapat
dilaksanakan secara online baik sejak awal persidangan maupun saat sidang sudah
berjalan atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan
ditetapkan hakim/majelis hakim. Perma ini juga tidak dimaksudkan persidangan
harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan
pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara online, dan bagaimana tata

caranya. Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut umum
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bersidang di ruang sidang pengadilan. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti
bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang
dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi
penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.*®

Mengenai pemeriksaan saksi dan ahli, sesuai Pasal 10 Perma ini, setiap saksi
dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai
agama dan kepercayaanya yang dipandu oleh hakim/majelis hakim. Dalam hal saksi
dan ahli memberi keterangan dari kantor penuntut atau tempat lain, pengucapan
sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang
berada di kantor tempat saksi dan ahli memberi keterangan. Lafal sumpah/janji serta
tata cara penyumpahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Tata cara
pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara.
Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang meskipun persidangan
dilakukan secara elektronik.”

Meskipun persidangan dilakukan secara daring, hal ini tidak diimbangi
dengan perangkat elektronik yang memadai, sehingga jalanya persidangan tidak
berjalan sesuai dengan ketentuan. Adapun masalah yang dialami seperti adalah
ketidakstabilan sinyal internat yang menghasilkan transmisi gambar dan audio yang

dikirimkan di beberapa perangkat (laptop atau televisi) mejadi tidak jelas dan bahkan
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cenderung tidak menghasilkan komunikasi dua arah. Pelaksanaan persidangan
tersebut juga masih relatif tertutup, karena akses secara daring terhadap jalannya
proses Persidangan Pidana yang dilakukan secara Telekonferensi melalui program
Zoom Cloud Meeting tersebut masih terbatas diberikan hanya kepada para pihak yang
beperkara dan belum dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan persidangan pidana daring pada masa pandemi Covid -19
dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat. Penegakan
hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan kreatifitas. Sebagai upaya
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-
hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Juga merupakan usaha
untuk mewujudkan ide dana konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi
kenyataan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut
Soerjono Soekanto:

1. Faktor hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan
oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum
merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif melalui
peraturan perundang-undangan;

2. Faktor penegakan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas
penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik,

tetapi kualitas petugas kurang baik maka masalah.
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3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung. Sarana dan prasarana yang baik dapat
mendukung terciptangan sistem peradilan yang baik termasuk dalam hal
pelaksanaan persidangan online.

4. Faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau
kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum namun
kualitasnya berbeda-beda.

5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat
mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya
kalau mereka berhubungan dengan orang lain.”’

Dalam pelaksanaannya, persidangan pidana daring menemui beberapa
kendala dan permasalahan yang berdampak pada Kkinerja Kejaksaan dalam
melaksanakan tugas penuntutan. Adapun beberapa permasalahan yang ditemui saat
pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik/online adalah sebagai
berikut:

1. Mengenai sarana dan prasarana. Permasalahan yang sering terjadi didalam
sidang pidana secara daring ini adalah jaringan internet yang tidak stabil
bahkan bisa terputus. Hal ini pernah terjadi ketika dilakukan persidangan
secara daring dan hal penyebabnya ialah kerusakan tower di salah satu

provider nasional dan hal ini tidak memungkinkan untuk tetap dilanjutkan
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sidang daring ini dan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Didalam
sidang daring ini dari sisi positifnya ialah sidang ini lebih cepat dan biayanya
ringan, untuk sejauh ini jika dilihat dari sisi yang paling baik. Tetapi kalau
bicara dalam anggaran terkadang instansi lain perlu menyesuaikan
anggarannya, karena mereka Kepolisian atau Kejaksaan terkadang belum ada
Dipa atau Pagunya karena belum disiapkan.

Mengenai pembuktian secara online. Dalam pelaksanaan sidang pidana
secara daring ini, Hakim memutuskan dengan 2 (dua) alat bukti dan ditambah
keyakinan Hakim, dalam hal ini Hakim sangat sulit untuk menangkap hal itu.
Dan sebagai Penasehat Hukum sangat sulit juga untuk melihat keterangan
yang disampaikan oleh terdakwa itu karena keterangan yang sebenarnya.
Dalam hal ini masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim
dan Penasehat Hukum karena kebenaran materiil ini paling penting dan
menjadi sulit apabila melalui sidang daring. Pembuktian secara offline
dilakukan karena untuk dicari kebenaran materil atau kebenaran yang
sebenarnya yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang
dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai
kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam
batasbatas yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan
kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan

kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan
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dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis
yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan
dan pendapat subjektif Hakim.

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksaaan sidang online ini
belum cukup mendetail, karena informasi yang didapatkan bahwa Mahkamah
Agung akan segera mengeluaran aturan baru sebagai pedoman dalam
persidangan yang dilakukan secara daring. Maka, para pihak juga berharap ke
depannya semua pihak harus siap sebelum suatu kebijakan itu akan
diputuskan dan dalam infrastruktur juga harus disiapkan sehingga semuanya
bisa memastikan tidak adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam sidang
daring ini adalah sesuatu yang sakral dan sangat menentukan bagaimana masa
depan seseorang untuk kedepannya. karena persidangan perkara pidana
secara elektronik ini terbuka akan tetapi sebenarnya seperti tidak terbuka
meskipun dibeberapa Pengadilan Negeri yang besar sudah ada layar yang
besar agar bisa disaksika oleh suluruh pengunjung.

. Pemenuhan hak tersangka . Antara terdakwa dan Penasehat Hukum dan tidak
memungkinan berkonsultasi langsung, karena hak ini tidak terpenuhi didalam
sidang online. Secara hukum dalam hal pembuktian dalam kasus pidana yang
dicari adalah kebernaran formil, karena pembuktian pidana itu tidak dilakukan
secara online jadi langsung dengan para pihak dan Hakim.

. Pemenuhan hak korban maupun masyarakat dalam informasi persidangan.

Dalam persidangan perkara pidana secara elektronik hanya diatur mengenai
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lokasi terdakwa dan para penegak hukum saat pelaksanaan sidang daring.

Sedangkan akses masyarakat dan juga korban untuk menyaksikan persidangan

perkara pidana secara elektronik tidak diatur secara tegas.*®

Kelemahan dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini adalah mengenai
korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisi sehingga kepentingan
keduanya menjadi terabaikan. Selain beberapa hal yang telah dijelaskan di atas ada
beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan persidangan pidana daring yaitu
banyaknya kasus pidana yang terdakwa ditahan, pengadilan memiliki kewenangan
terbatas dalam melakukan penahahan, dan penundaan sidang/sidang berlarut-larut.

Selain itu, kendala yang dihadapi juga terkait dengan aturan yaitu yang diatur
dalam persidangan adalah aturan kerja hakim, Jaksa atau aparat penegak hukum
lainnya tetapi tidak mengatur bagaimana hukum acaranya dalam peradilan tesebut,
dikarenakan aturan berbentuk SEMA maka tidak bisa mengatur hukum acara itu. Dari
fakta unfair trial dalam persidangan dengan menggunakan media online adalah
Hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan jaringan internet
yang bermasalah, dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan
secara online sehingga tidak dapat ketidakseragaman pelaksanaanya,yaitu dengan
mengabaikan hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas.
Kendala yang paling penting adalah asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan

secara langsung atau lisan dan hal ini berdampak pada proses pencari kebenaran
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materil karena tidak dapat terlaksana. Tetapi, jika tidak dilakukan dengan hukum
acara yang jelas maka persidangan yang UNFAIR melanggar prinsp fair trial dan
dapat mengakibatkan Miscarriage Of Justice.”

Terhadap perkara pidana yang pembuktiannya mudah, hal tersebut sejatinya
tidak terlalu berpengaruh. Namun, untuk perkara yang pembuktiannya rumit dan
membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara online atau melalui
teleconference menurut Feri Mupahar tidak dapat dilaksanakan. Melainkan harus
dilakukan secara langsung, arti langsung disini adalah langsung dihadapkan terdakwa
di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh
penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam
pelaksanaan persidangan online, untuk perkara pidana yang pembuktiannya rumit dan
membutuhkan alat bukti spesifik yang penulis maksud adalah perkara yang dalam
pembuktiannya menjadikan alat bukti surat sebagai dasar pijakan untuk membuktikan
kesalahan terdakwa, dimana tanpa alat bukti surat kesalahan terdakwa tidak dapat
dibuktikan dan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi bergantung pada alat bukti
surat.

Contoh dari perkara tersebut salah satunya yakni perkara korupsi yang
membutuhkan dokumen-dokumen persuratan untuk membuktikan telah terjadi tindak
pidana korupsi, sehingga dokumen-dokumen persuratan tersebut yang merupakan alat

bukti surat haruslah diuji kebenarannya dan di perlihatakan secara langsung kepada
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para pihak untuk menilai kebenaran akan dokumen surat yang dijadikan alat bukti
dalam persidangan. Sehingga sangat rentan terjadi manipulasi persidangan atau
permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta persidangan,
selain itu pelaksanaan persidangan online atau teleconference dari sisi non teknis juga
rentan bermasalah seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak
didengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para
pihak baik itu jaksa, hakim, pengacara, saksi maupun terdakwa yang dapat
mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya kebenaran materil
dari hasil persidangan perkara pidana.

Dalam prioritas penuntutan untuk mengatas pandemi yaitu dengan cara filter
perkara dan prioritas kasus berat dan serta pengetatan kunjungan ke penjara.
Pemerintah juga harus memberi perhatian untuk kasus penyebaran covid ini agar
tidak ada melakukan pelanggaran lagi selama sidang perkara online. Didalam politik
legislasi dimasa pandemi tidak ada usaha revisi KUHAP dan penguatan Undang-
Undang kekarantinaan kesehatan.’® Selama ini hukum selalu tertinggal juah terhadap
perkembangan kebutuhan masyarakat, maka hukum progresif lebih membuka diri dan
respon terhadap perubahan dan tidak terikat pada hukum tertulis. Dalam hal ini
hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Dengan
demikian peran Jaksa lebih menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap

keadilan dan kesejahteraan. Artinya keberadaan hukum sudah seharusnya
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mencerminkan standar baku dari apa yang baik dan tidak baik, adil dan juga tidak
adil.

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan
bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat
mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat
menemukan kebahagian di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang
bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan
hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan
dan kebahagian diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan

f. 1% Walaupun suatu

keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjekti
tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap
perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu
dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh
penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut
dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan
manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan

menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai,

ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara
elektronik, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma
Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan
persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan
umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Tanggal 23 Maret
2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada
Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17
Maret 2020. Kejaksaan pada masa pandemi covid-19 dengan

mengeluarkan  Surat Edaran Jaksa Agung Rl Nomor B-
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049/A/SUJA/03/2020 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 serta
Intruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan
Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran
Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI.

. Sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak
didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di
Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad
dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika
terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh
Advokadnya dan harus mengikuti SOP nya juga. Untuk teknis
persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai
dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana
para pihak bisa menggunakan sistem e-court namun dalam pembuktiannya
masih tetap terkumpul, tetapi didalam pidana terus berlangsung
menggunakan sistem persidangan secara daring, pada saat pelaksanaan
pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi
itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan
diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan
karena sama seperti biasanya. Dalam pelaksanaan persidangan perkara
pidana secara elektronik, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu

tahanan pada rutan maupun di Polres yang menagani perkara. dari sisi
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administrasi seperti mengantarkan berkas dan pelimpahan berkas itu tidak
ada perbedaan karena untuk masalah berkas tetap diproses dan dilakukan
secara langsung. Berkas diterima di Kepaniteraan masing-masing sesuai
dengan jenis perkara. Alur berkas yang dilimpahkan dari jaksa ke Bagian
Pelayanan terpadu sesuai dengan jenis perkara. Setelah diterima berkas
akan diteruskan ke Panitera Muda sesuai dengan jenis berkas untuk
diproses. Kejaksaan Negeri Klaten sudah siap untuk masalah administrasi
secara daring, akan tetapi instansi lain belum siap untuk mengurus berkas
administrasi secara daring. Didalam tahapan-tahapan persidangan perkara
pidana secara elektronik ini tidak ada perbedaan beracara biasa, hanya saja
perbedaannya itu dengan menggunakan media sebagai alat pendukung
untuk persidangan perkara pidana secara elektronik. Yang mana ketika
terjadinya jaringan yang tidak stabil para pihak akan menginformasikan
lewat telepon ke pihak Pengadilan Negeri dengan menginformasikan
bahwa sidang ditunda karena alasan jaringan inernet tersebut.

Mengenai sarana dan prasarana. Permasalahan yang sering terjadi
didalam sidang pidana secara daring ini adalah jaringan internet yang
tidak stabil bahkan bisa terputus, mengenai pembuktian secara online
Dalam pelaksanaan sidang pidana secara daring ini, Hakim memutuskan
dengan 2 (dua) alat bukti dan ditambah keyakinan Hakim, dalam hal ini
Hakim sangat sulit untuk menangkap hal itu, dasar hukum yang menjadi

pedoman dalam pelaksaaan sidang online ini belum cukup mendetail,
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B. Saran

karena informasi yang didapatkan bahwa Mahkamah Agung akan segera
mengeluaran aturan baru sebagai pedoman dalam persidangan yang
dilakukan secara daring, pemenuhan hak tersangka. Antara terdakwa dan
Penasehat Hukum dan tidak memungkinan berkonsultasi langsung, akses
masyarakat dan juga korban untuk menyaksikan persidangan perkara
pidana secara elektronik tidak diatur secara tegas, Dalam prioritas
penuntutan untuk mengatas pandemi yaitu dengan cara filter perkara dan
prioritas kasus berat dan serta pengetatan kunjungan ke penjara.
Pemerintah juga harus memberi perhatian untuk kasus penyebaran covid
ini agar tidak ada melakukan pelanggaran lagi selama sidang perkara
online. Didalam politik legislasi dimasa pandemi tidak ada usaha revisi

KUHAP dan penguatan Undang-Undang kekarantinaan kesehatan.

1. Diharapkan dibentuk suatu peraturan undang-undang yang mengatur

mengenai Persidangan pidana daring di masa tertentu. Agar pelaksanaan

persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar , taat asas

sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Diharapkan dibentuk satu tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum

baik di pengadilan, kejaksaan maupun di Lembaga Pemasyarakatan agar

persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar.
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